
Sasaran

Fase 1

Kebijakan terkait perencanaan dan penganggaran di Prov/Kab lokasi SKALA mengacu pada data, khususnya 
data terkait kebutuhan kelompok rentan, yang valid, termutakhir, dan bersumber dari data yang dibagi-pakaikan

3.7

Pemerintah pusat 

menjalankan 

peran koordinasi, 

pembinaan, dan 

pengawasan 

terkait sistem 

informasi di 

tingkat desa yang 

berbasis variabel 

data regsosek

3.6

Pemimpin di

Prov/Kab lokasi


SKALA 
menunjukkan


komitmen dan 
menjalankan peran 

koordinasi,

pembinaan, dan 

pengendalian terkait 
sistem informasi di 

tingkat desa yang 
memuat variabel 

data regsosek

3.2
Pemprov/Pemda lokasi SKALA 

memiliki sistem informasi di 

tingkat desa dengan variabel data 
yang sesuai variabel data regsosek

Sistem informasi di tingkat desa menghasilkan analisis terkait kebutuhan kelompok rentan untuk digunakan 
sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan terkait pemenuhan layanan dasar inklusif

3.8 Desa di Kab/Kota lokasi SKALA mengoperasikan sistem informasi tingkat desa yang memuat/berbasis variabel data regsosek

3.4
Pemprov/Pemda lokasi SKALA 

berkolaborasi dengan mitra lokal, 

misalnya Perguruan Tinggi/CSO 
untuk mendorong perluasan sistem 
informasi di tingkat desa

3.5
Lembaga pengelola sistem informasi 
tingkat desa di tingkat Kab/Kota 
lokasi SKALA memiliki kapasitas 
individu dan kelembagaan yang 
memadai untuk melaksanakan tugas 
pendampingan kepada desa

5.2.1.2 input teknis pemutakhiran sistem 

informasi di tingkat desa, yang telah ada

AC NB PA PB PS PD

9.1.1.1 Rekomendasi teknis model kolaborasi 

PEMDA dengan universitas dan CSO untuk 

perluasan dan pemanfaatan sistem informasi di 

tingkat desa

9.1.1.2 input teknis untuk perluasan 
penggunaan SIGAP melalui pelaksanaan KKN 
Tematik oleh Universitas AC

5.1.4.3 SN Pemda terlatih dalam teknis pembinaan 
sistem informasi di tingkat desa

5.1.4.2 Rekomendasi 

rancangan kebijakan 

pengalokasian 
anggaran yang 
mendukung 

pengelolaan sistem 

informasi di tingkat 
desa

5.1.4.1 Rekomendasi 

rancangan kebijakan 
tentang peran 
pemerintah daerah 

dan pengelolaan 
sistem informasi di 
tingkat desa

Sasaran 

Antara

3.1
Pemprov/Pemda lokasi SKALA menyiapkan kerangka sistem 
informasi tingkat desa yang akan digunakan oleh 

pemerintah desa (yang memuat variabel data regsosek)

3.3
Pemprov/Pemda lokasi SKALA menyiapkan mekanisme, 
pembinaan/peningkatan kapasitas, dan penganggaran yang 
mendukung penguatan/perluasan sistem informasi di tingkat 
desa 

2.2.1.1 

roses bisnis 
pemutakhiran dan 
keterhubungan 
SEPAKAT dengan 
sistem informasi di 
tingkat desa untuk 
pemutakhiran data 
Regsosek yang 
dikaitkan dengan 
Pencatatan 
Statistik Hayati

2.2.1.2 

kebijakan bagi 

pakai data yang 

bersumber sistem 

informasi di 
tingkat desa 
sesuai standar 

SPBE

2.1.5.5 

rancangan 
pedoman 

pemutakhiran 
data Regsosek

9.1.2.1 ASN PEMDA pada 
unit kerja yang relevan 
terlatih dalam teknis 
pembinaan sistem 
informasi di tingkat desa

5.1.4.3
5.2.2.1 Rekomendasi teknis rancangan 

kebijakan perencanaan, penganggaran 

dan pedoman penggunaan yang 

mendukung pengelolaan, pembinaan 

dan perluasan sistem informasi di 

tingkat desa

5.1.1.1 

Rekomendasi teknis 

tentang desin integrasi 
REGSOSEK - SIGAP

AC

5.1.1.3 

Hasil pemetaan daftar 
kebutuhan data an 
informasi untuk integrasi 
SEPAKAT - SIGAP

AC

5.2.1.1 

Rekomendasi teknis 

tentang kerangka 

pengembangan sistem 

informasi di tingkat desa, yang 

memuat variabel data 

REGSOSEK

AC NB NT KU GO

5.1.4.2 Rekomendasi teknis rancangan 

kebijakan pengalokasian anggaran 
yang mendukung pengelolaan sistem 

informasi di tingkat desa

2025-2026 2024-2025 2023-2024

Pemerintah Pusat

Pemerintah Daerah

Penguatan sistem 
informasi tingkat desaTAP 3


